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Mengingat

bahwa dalarn rangkamengembangkanjabatan fungsional Analis
Kepegawaianpada Instansi Pusat jan Daerah. !';':akad:pandang

pertu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aoararer Negara Nomor
PER/36fM.PAN/11f2006· tentang Jabatan Fungsional Analis
Kepegawaian dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri

Negara PendayagunaanAparatur Negara:

1. Undanq-UndanqNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55. Tambahan Lemoaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041). sebagaimana telah diubah dengan
Undang·UndangNomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan
LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3890);

2. PeraturaA Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309B),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 200B (Lembaran
NegaraRepubllk IndonesiaTahun 200BNomor 23);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan FungsionalPegawai Neger! Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan

LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republlk IndonesiaNomor 4015), sebagaimana telah
diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 54 Tahun 2003

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4432):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9B Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),

sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Pemerinlah

Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara RepubhkIndonesiaNomor4192):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 lentang
Kenaikan Pangkal Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196. Tambahan

Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesiaNomor 4193):
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Pasall

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Menter! Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PERl36/M.PAN/11/2006 tentanq Jabatan Fungsional Analis

Kepegawaian dan Angka Kreditnya, diubah sebagai benkut.

1. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)

dJubah. serta ayat (5) dmapus, sehmqqa Pasal 26

seluruhnya menjadJberbunyi sebagai benkut:

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALiS KEPEGAWAiAN

DAN ANGKA KREDITNYA

dengan suratnya Nomor K.26-80N 49-&93 tan9gal 21 Apnl

2008:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA NOMOR' PERl36/M.PANI11/2006

7. Peraturan Pemenntah NomOI" 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeo Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4263):

8. Keputusaan Preslden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeo Sipil:

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Kementeoan Negara Republik Indonesia:

10. Peraturan Menteo Nagara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nornor : PERl36IM.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional

Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya:

Memperhatikan : Usul dan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara



·Pasal26

(1) PegawaiNegeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali

dalam jabatan Analis Kepegawaian keterampilan

harusmemenuhisyarat sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah Diploma '" (0. III) sesual
dengankualifikasi yang ditentukan;

b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang

!l/c;
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau

pelaksanaan pekerjaan daJam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah

bemilaibaik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis

Kepegawaianketerampilan.

(2) PegawaiNegeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali
dalam jabatan Analis Kepegawaian keahlian harus
memenuhisyarat sebagai berikut :
a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai

dengan kuahfikasi yang ditentukan/Dlploma IV
Kepegawaian;

b pangkat pahng rendah Penata Muda. golongan
ruangIII/a;

c. sebap unsur penilaian prestasi ke~a atau

peraxsanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah
bernilalbalk dalam 1 (satu) tahun terakhir:

d. telah menglkuti dan lulus Diklat Fungsional Analis

Kepegawaiankeahlian.

(3) Pengangkatanpertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk

mengisl lowongan formasi jabatan Analis
Kepegawalan melalUl pengangkatan Calon Pegawal
NegenSipil



·Pasal33
(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini
ditetapkan telah melaksanakan kegiatan manajemen
Pegawai Negeri Sipilfpengembangan sistem
manajemen Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenanq, dapat diangkat
dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian.
denganketentuan:
a. Untuk Analis Kepegawaian keterampilan harus

memenuhisyarat sebagaiberikut :
1) berijazah paling rendah SMA atau yang

sederajat;
2) memiliki pangkat paling rendah Pengatur.

golonganruang II/e;

3) usia pali'ngtinggi 50 (lima puluh) tahun;
4) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau

petaksanaanpekerjaan dalam Dattar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah
bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

5) telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional
AnalisKepegawaianketerampilan.

b. Untuk Analis Kepegawaian keahlian harus
memenuhisyarat sebagai berikut :
1) berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma

IV (D,IV) sesuai dengan kualifikasi yang
ditentukan;

(4) Pengangkatan Analis Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi Pegawai
Negeri Sipil yang berljazah Diploma III (0.111)
Kepegawaian atau Diploma IV (O.IV) Kepegawaian.
dikecualikandari kewajibanmengikuti dan lulus Oiklat
Analis Kepegawaian."

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga menjadi berbunyi
sebagai berikut :
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TAUFIQ EFFENDI

Ditetapkandi Jakarta,
pada tanggal ~ jon I 2.0()&

2) memdiki pangkat paling rendah Penata Muda,
golonganruang IIUa;

3) usiapaling linggi 50 (lima puluh) tahun;
4) setiap unsur penilaian prestasi ke~a atau

pelaksanaanpekerjaan dalam Daftar PenUaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah
bemUaibalk dalam 1 (satu) tahun terakhlr;

5} telah menglkuti dan lulus Diklat fungslonal
AnallsKepegawaiankeahlian.

(2) Angka kredit kumulatif untuk pengangkatan dalam
jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan dan Analis
KepegawaianKeahlian sebagaimana dimaksud pada
aya! (1) adalahsebagaimanatersebu! dalam Lampiran
V dan LampiranVI.

(3) Pengangkatan Pegawai Negeo Sipil dalam jabatan
Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan
nyata yang dioerlukan dan setelan mendapat
pertimbangan tertulis Badan Kepegawalan Negara
selaku InstansiPembinaJabatan AnausKepegawaian

(4) Pengangkatan Pegawal Negeri S,pil dalam jabatan
Analis Kepegawaian sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) dllaksanakan dalam tenggang waktu yang
ditetapkanKepalaBadanKepegawaianNegara"

Pasalll
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Inl
mulai berlaku pada tanggaldnetapkan.

._

MENTERI NEGARA

PEN AGUNAA ARATUR NEGARA,
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